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BERITA DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

 
NOMOR : 5             TAHUN : 2009                      SERI : E 
 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO 
NOMOR  5  TAHUN  2009 

 
TENTANG 

 
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN  

DAN  ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KULON PROGO, 
 
Menimbang : a.  bahwa  berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, pada Pasal 
8 dinyatakan bahwa besaran Tunjangan Komunikasi 
Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang 
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Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai 
kemampuan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tunjangan  Komunikasi  Intensif  Bagi  
Pimpinan  dan  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1951; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan 
Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 
Progo Nomor 12 Tahun 2007; 

 
Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-143/MK.07/2007, 

tanggal 30 Maret 2007 dan Nomor S-173/MK.07/2007, 
tanggal 23 April 2007, Hal Penyampaian Masukan Atas 
Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN  

KOMUNIKASI  INTENSIF  BAGI  PIMPINAN  DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG 
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO. 

 4 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon 
Progo. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua 
DPRD. 

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan 
keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah 
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan 
ketentuan/peraturan perundang-undangan. 

7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya 
disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam 
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan 
Anggota DPRD. 

8. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang 
selanjutnya disingkat BPO Pimpinan DPRD adalah 
dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap 
bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan 
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas 
Pimpinan DPRD sehari-hari. 

9. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang 
ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang berisi 
penjelasan penggunaan BPO sesuai peruntukannya. 
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BAB II 
 

TKI 
 

Pasal 2 
 

(1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 
2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap 
bulan. 

 
(2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009. 
 

BAB III 
 

BPO PIMPINAN DPRD 
 

Pasal 3 
 

(1) BPO Pimpinan DPRD sebesar Rp. 9.240.000,00 
(sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) 
setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :  
a. Ketua sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua 

ratus ribu rupiah); 
b. Wakil Ketua I,  sebesar  Rp. 2.520.000,00 (dua juta 

lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan 
c. Wakil Ketua II, sebesar Rp. Rp. 2.520.000,00 (dua 

juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). 
 

(2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 
2009. 
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Pasal 4 
 

(1) Penganggaran dan pertanggungjawaban BPO Pimpinan 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD sesuai 
ketentuan/peraturan perundang-undangan. 

 
(2) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan 

DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta 
Integritas. 

 
BAB IV 

 
SUMBER BIAYA 

 
Pasal 5 

 
Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat 
diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran berjalan. 

 
BAB V 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan  Komunikasi  Intensif  Bagi  Pimpinan  dan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 7 Seri 
E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon 
Progo.  

 
Ditetapkan di Wates 
pada tanggal 5 Januari 2009  

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Cap/ttd 

 
H. TOYO SANTOSO DIPO 

 
 
 

Diundangkan di Wates 
pada tanggal 5 Januari 2009  
 
       SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO, 
 
                   Cap/ttd 

 
                   SO’IM 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
TAHUN 2009   NOMOR 5   SERI E 

 


